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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah sSWT
karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Revisi Rencana Strategis
( Renstra ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun Anggaran
2021- 2026 telah dapat .diselesaikan.

Revisi Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru Tahun 2021 — 2026 disusun berdasarkan peraturan terbaru
terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disamping itu untuk
memaksimalkan SOTK baru sebagai acuan dan pedoman dalam
melaksanakan Rencana Kerja untuk lima tahun kedepan dan untuk
mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan misi dan
visi Kota Banjarbaru.

Kami menyadari masih banyak kekurangan — kekurangan
dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis ini dan berharap adanya
masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan
tenaganya demi penyempurnaan Renstra ini.

Selanjutnya dengan tersusunnya Revisi Renstra ini kami
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota
Banjarbaru dan semua pihak yang telah membantu semoga Renstra ini
bermafaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dan pihak yang
berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Juli 2022
KEPALA DINAS,

NIP. 19750610 199501 1 001
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PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah
satu hal penting dalam pembangunan daerah seiring dengan dinamika
tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin
komplek, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan dan lingkungan
strategis, perubahan paradigma, dan globalisasi. Kondisi tersebut akan
berdampak negatif bagi suatu wilayah jika pelaku pembangunan di suatu
wilayah tersebut memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang
rendah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang profesional menjadi salah
satu prasyarat utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan
tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen
sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang
berpihak pada profesionalisme dan keintegrasian baik dari aspek regulasi,
kebijakan, pembiayaan maupun kelembagaan.

Pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dimotori
dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi
kegiatan dari pusat ke daerah (provinsi, kabupaten/kota); konsekuensi dari
kebijakan desentralisasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan dari
masyarakat untuk perbaikan kebijakan, pelayan dan kinerja dari aparatur
pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan lebih baik dan prima
kepada masyarakat. Tuntutan peningkatan pelayanan publik oleh
pemerintah daerah sesuai dengan semangat perubahan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Menyadari peranan aparatur pemerintah yang sangat strategis,
Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu perubahan radikal dalam
aspek pengelolaan kepegawaian adalah pengembangan karir aparatur
dimana pengembangan karir tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi,
kualifikasi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Aparatur
pemerintah nantinya dalam pengembangan karir memiliki hak dan
kesempatan untuk pengembangan kompetensi salah satunya melalui
pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya undang-undang tersebut,
pemerintah berusaha mewujudkan perubahan paradigma aparatur dari

comfort zone ke competitive zone. Selain itu, pemerintah mulai tahun 2014
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juga merubah pola pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan
dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran. Fokus pendidikan dan
pelatihan diarahkan pada pembentukan karakter yang profesional dan tidak
berhenti hanya pada peningkatan kapasitas.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah di
Kota Banjarbaru yang bertugas dalam urusan Lingkungan Hidup di bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan
Hidup harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan
Lingkungan Hidup di lingkungan Kota Banjarbaru seusai dengan prinsip tata
kepemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya
adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang
dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan
daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026,
selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat
perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan
pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja
pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah
pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan
keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis
besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana
dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan
para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang
menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam
dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang

berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling
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bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan
arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan;
apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana
mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar
tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara
bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut,
penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat
daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan
penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian
penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah,
dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang
dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2010
Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian
RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui
pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program
prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota
terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru Tahun 2021-2026.
Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis
RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
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Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-
2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi
program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daearah dan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan
pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan
kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-
2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang
berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian
antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana

Strategis.
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Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

1.1. LANDASAN HUKUM
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun

2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan
evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, tambahan Lembaran Negara
nomor 6323)

17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

20.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;

21.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



1.2.

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

25.Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (menunggu dari Provinsi);

26.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);

27.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kota Banjarbaru tahun
2010 nomor 11)

28.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034

29.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Banjarbaru

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Banjarbaru

31.Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota

Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32)

MAKSUD DAN TUJUAN

10



Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk
menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan
atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2021-2026, yaitu; Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru
dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, sehingga akan
bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Lingkungan
Hidup;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari
APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai
tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar
kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta
memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program

pembangunan.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

11



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026,
kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan
penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara
singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur
organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, bagian ini juga akan
menjelaskan mengenai sumber daya Dinas Lingkungan Hidup baik dari sisi
sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung
pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB [l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh
Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian
telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
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Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru
Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka
menengah Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada RPJMD Kota
Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta

pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh
Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun
2021-2026.

BAB VI PENUTUP
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GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
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2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021

tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerjaa Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru adalah membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

a.

perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan

operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru;
perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan

operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru,;

. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan

operasional bidang pengendalian lingkungan hidup dan ruang terbuka
hijau di wilayah Kota Banjarbaru;

perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan
operasional bidang pengembangan kapasitas lingkungan di wilayah
KotaBanjarbaru;

perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan
operasionalbidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru; dan
perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan
operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Banjarbaru.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kota Banjarbaru.
KEPALA DINAS
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(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Lingkungan Hidup

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan administrasi, teknis,

dukungan yang bersifat substantif, dan pelaksanaan evaluasi serta

pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sub

sektor bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di
bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan
pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas
lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak/juknis yang
telah ditetapkan, dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Wali Kota Banjarbaru;

koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan
pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas
lingkungan;

pembinaan terhadap pengembangan sumber daya manusia
(penelitian, bimbingan teknis, supervisi, dan inovasi) di bidang
penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan
pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas
lingkungan;

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan dan tata lingkungan, penegakan hukum dan
pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas
lingkungan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota
Banjarbaru; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

Banjarbaru.
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SEKRETARIAT

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada semua lini pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan
keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas,
rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta
kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait

dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TATA LINGKUNGAN

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarbaru.

(2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada
kegiatan pemantauan, pengawasan lingkungan, dan kajian dampak
lingkungan, kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup serta RTH.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang
penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan
pemeliharaan lingkungan dan RTH;

b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan
pengkajian dampak lingkungan,pemeliharaan lingkungan dan RTH;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang
penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan

lingkungan dan RTH;
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d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada
bidang pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan
dan RTH;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas
Lingkungan Hidup KotaBanjarbaru; dan

f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DinasLingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

(1) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru.

(2) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan
penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang
penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan
sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan
pengolahan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah
dan pengelolaan TPA sampah;

c. pengkoordinasian dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan pada
bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampabh,
pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada

18



bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah,
pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan
sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan

f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DinasLingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN

(1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang
kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

(2) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
administrasi dan teknis pada kegiatan pengembangan partisipasi
masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, standar, prosedur dan kriteria pada bidang
penyelenggaran kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan
pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas
lingkungan hidup;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang
penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada
bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi
masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan
Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
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Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarbaru, dan

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DinasLingkungan Hidup Kota Banjarbaru

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(1) Bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup dipimpin oleh

seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

(2) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pok